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MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 

6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang 

Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan 

Internasional Nomor 120 Mengenai Hygiene dalam 

Perniagaan dan Kantor–Kantor serta ketentuan Pasal 2 

ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, 

dan huruf m Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 

tentang Keselamatan Kerja, perlu mengatur keselamatan 

dan kesehatan kerja lingkungan kerja; 

b. bahwa dengan perkembangan teknologi dan pemenuhan 

syarat keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja 

serta perkembangan peraturan perundang-undangan, 

perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri 

Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang Syarat 

Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan dalam Tempat 

Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor  PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai 

Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat 
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Kerja; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja; 

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang 

Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan 

Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik 

Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang 

Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan 

Internasional Nomor 120 mengenai Hygiene dalam 

Perniagaan dan Kantor–Kantor (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2889); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2918); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang 

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5309); 

7. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang 

Pengawasan Ketenagakerjaan; 

8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan 

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta 

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di 

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); 

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1753); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG 

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LINGKUNGAN 

KERJA. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya 

disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja 

melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit 

akibat kerja. 

2. Higiene adalah usaha kesehatan preventif yang 

menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan 

individu maupun usaha pribadi hidup manusia. 

3. Sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang 

menitikberatkan kegiatan kepada usaha kesehatan 

lingkungan hidup manusia. 
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4. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan 

tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana 

Tenaga Kerja bekerja atau yang sering dimasuki Tenaga 

Kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat 

sumber atau sumber-sumber bahaya termasuk semua 

ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang 

merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan 

dengan Tempat Kerja tersebut. 

5. Lingkungan Kerja adalah aspek Higiene di Tempat Kerja 

yang di dalamnya mencakup faktor fisika, kimia, biologi, 

ergonomi dan psikologi yang keberadaannya di Tempat 

Kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan 

Tenaga Kerja. 

6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja yang 

selanjutnya disebut dengan K3 Lingkungan Kerja adalah 

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja melalui 

pengendalian Lingkungan Kerja dan penerapan Higiene 

Sanitasi di Tempat Kerja. 

7. Nilai Ambang Batas yang selanjutnya disingkat NAB 

adalah standar faktor bahaya di Tempat Kerja sebagai 

kadar/intensitas rata-rata tertimbang waktu (time 

weighted average) yang dapat diterima Tenaga Kerja 

tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan 

kesehatan, dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu 

tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. 

8. Pajanan Singkat Diperkenankan yang selanjutnya 

disingkat PSD adalah kadar bahan kimia di udara 

Tempat Kerja yang tidak boleh dilampaui agar Tenaga 

Kerja yang terpajan pada periode singkat yaitu tidak lebih 

dari 15 menit masih dapat menerimanya tanpa 

mengakibatkan iritasi, kerusakan jaringan tubuh 

maupun terbius yang tidak boleh dilakukan lebih dari 4 

kali dalam satu hari kerja. 

9. Kadar Tertinggi Diperkenankan yang selanjutnya 

disingkat KTD adalah kadar bahan kimia di udara 

Tempat Kerja yang tidak boleh dilampaui meskipun 
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dalam waktu sekejap selama Tenaga Kerja melakukan 

pekerjaan. 

10. Indeks Pajanan Biologi yang selanjutnya disingkat IPB 

adalah kadar konsentrasi bahan kimia yang didapatkan 

dalam spesimen tubuh Tenaga Kerja dan digunakan 

untuk menentukan tingkat pajanan terhadap Tenaga 

Kerja sehat yang terpajan bahan kimia. 

11. Faktor Fisika adalah faktor yang dapat mempengaruhi 

aktivitas Tenaga Kerja yang bersifat fisika, disebabkan 

oleh penggunaan mesin, peralatan, bahan dan kondisi 

lingkungan di sekitar Tempat Kerja yang dapat 

menyebabkan gangguan dan penyakit akibat kerja pada 

Tenaga Kerja, meliputi Iklim Kerja, Kebisingan, Getaran, 

radiasi gelombang mikro, Radiasi Ultra Ungu (Ultra 

Violet), radiasi Medan Magnet Statis, tekanan udara dan 

Pencahayaan. 

12. Faktor Kimia adalah faktor yang dapat mempengaruhi 

aktivitas Tenaga Kerja yang bersifat kimiawi, disebabkan 

oleh penggunaan bahan kimia dan turunannya di Tempat 

Kerja yang dapat menyebabkan penyakit pada Tenaga 

Kerja, meliputi kontaminan kimia di udara berupa gas, 

uap dan partikulat. 

13. Faktor Biologi adalah faktor yang dapat mempengaruhi 

aktivitas Tenaga Kerja yang bersifat biologi, disebabkan 

oleh makhluk hidup meliputi hewan, tumbuhan dan 

produknya serta mikroorganisme yang dapat 

menyebabkan penyakit akibat kerja. 

14. Faktor Ergonomi adalah faktor yang dapat 

mempengaruhi aktivitas Tenaga Kerja, disebabkan oleh 

ketidaksesuaian antara fasilitas kerja yang meliputi cara 

kerja, posisi kerja, alat kerja, dan beban angkat terhadap 

Tenaga Kerja.  

15. Faktor Psikologi adalah faktor yang mempengaruhi 

aktivitas Tenaga Kerja, disebabkan oleh hubungan antar 

personal di Tempat Kerja, peran dan tanggung jawab 

terhadap pekerjaan. 
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